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MENTERINEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth :

1. Para Menteri;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Panglima TNI;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain;
9. Para Gubernur; dan

10. Para BupatilWalikota.

SURAT EDARAN
Nomor : SE/.C,2 ../M.PAN/3/2009
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TENTANG
KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MEMATUHI

KETENTUANPERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mematuhi
peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait dengan kewajiban
perpajakan, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun2007 antara lain mengatur bahwa:
a. setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap dan jelas serta
menyampaikannya tepat waktu.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil antara lain mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib
menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.




